SALINAN

BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29

Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene;

. Undang - UndangNomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pembinaandan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kab. Majene (Lembaran Daerah Kabupaten
Majene Tahun 2006 Nomor 9, tambahan Lembaran
Daerah Kab. Majene Nomor 4);

. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun

2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah
Nomor 11 Tahun 2008);

. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Majene
(Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun
2008);

. Peraturan Bupati Majene Nomor 10 Tahun 2009 Tentang

Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah
Pemerintah Kabupaten Majene.

MEMUTUSKAN:

: PEDOMAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Majene.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Majene.

Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten
Majene.



10.

11.

12.

13.

14.

Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Majene.

Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada
Pemerintah Daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

Entitas akuntabilitas kinerja SKPD adalah unit instansi
pemerintah daerah selaku pengguna/kuasa pengguna
anggaran yang melakukan pencatatan, pegolahan, dan
pelaporan data Kinerja.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang
selanjutnya  disingkat SAKIP, adalah rangkaian
sistematik dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur
yang dirancang untuk tujuan penetapan dan
pengukuran, pengumpulan data, pengkasifikasian,
pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi
pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan
peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah
perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan
para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai
misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan
target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan
kinerja instansi pemerintah  yang disusun secara
periodik.

Pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP adalah
panduan bagi evaluator dalam pelaksanaan evaluasi
SAKIP.

Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas
analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut,
apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta
pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk
tujuan  peningkatan  akuntabilitas dan  kinerja
instansi/unit kerja pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya
disingkat LKj adalah dokumen yang berisi gambaran
perwujudan Akuntabilitas Kinerja SKPD yang disusun
dan disampaikan secara sistematik dan melembaga.

Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE
adalah laporan Inspektorat yang menyajikan informasi
pelaksanaan SAKIP dan evaluasi atas kinerja SKPD yang
dievaluasi sehingga diperoleh data sebagai bahan
perbaikan.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

Pasal 2

Inspektorat melaksanakan evaluasi atas impelementasi
SAKIP entitas akuntabilitas kinerja SKPD di lingkup
pemerintah Kabupaten Majene.

Evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan minimal satu kali dalam satu
tahun.

Pelaksanaan Evaluasi atas implementasi SAKIP
menggunakan kertas kerja evaluasi (KKE).

KKE sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk
Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang ditandatangani oleh
Penaggungjawab evaluasi SAKIP.

Sistematika LHE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Rencana kegiatan evaluasi SAKIP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Program
Kerja Pengawasan Tahunan dan dananya dibebankan
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat.

Pasal 3

Pedoman Evaluasi atas implementasi SAKIP merupakan

panduan bagi evaluator yang berkaitan dengan:

a.

pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan
ruang lingkup evaluasi;

pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metodologi
yang digunakan dalam evaluasi;

penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh
dalam proses evaluasi; dan

penyusunan LHE dan mekanisme pelaporan hasil
evaluasi serta proses pengolahan datanya.

Pasal 4

Sistematika Pedoman Evaluasi atas implementasi SAKIP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas 5 (lima)

Bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PELAKSANAAN EVALUASI
BAB I1I : PELAPORAN HASIL EVALUASI
BAB IV : PENUTUP



Pasal 5

Uraian Pedoman Evaluasi SAKIP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Majene

Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 17 Februari 2017
BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene
Pada tanggal 17 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

H. SYAMSIAR MUCHTAR M.

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2016 NOMOR 9.



